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Abstract: This study, entitled Women's Political Role in the Perempuan Bangsa Organization 

of the National Awakening Party in Wonosobo Regency, is motivated by the limited research 

on the effectiveness of political party women's wings in strengthening women's political 

participation and representation at the local level. The study aims to analyze the mechanisms 

of women's empowerment, forms of political participation, and women's political roles within 

the Perempuan Bangsa organization in Wonosobo Regency. This research employed a 

qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth 

interviews, documentation, and literature review, and analyzed using data reduction, data 

display, and conclusion drawing. The findings indicate that women's empowerment is 

implemented through political education, cadre development, leadership training, and social 

and religious activities that enhance members' political capacity. Women's political 

participation is reflected in their involvement in organizational management, political party 

activities, and community engagement, although it remains constrained by limited financial 

resources and uneven member participation. The novelty of this research lies in its analysis of 

a political party's women's wing as an instrument for strengthening women's empowerment 

and political representation at the local level. The study concludes that Perempuan Bangsa 

plays an important role in cadre development, capacity building, and women's political 

representation; however, substantive representation still requires institutional strengthening 

and more sustainable organizational programs. 

 

Keywords: Women's Political Role, Political Party Women's Wing, Perempuan Bangsa, 

Political Participation, Political Representation. 

 

Abstrak: Penelitian berjudul Peran Politik Perempuan dalam Organisasi Sayap Partai 

Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo dilatarbelakangi oleh 

masih terbatasnya kajian mengenai efektivitas organisasi sayap partai dalam meningkatkan 

partisipasi dan representasi politik perempuan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis mekanisme pemberdayaan, bentuk partisipasi politik, dan peran politik 

perempuan dalam organisasi Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo. Penelitian 
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menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui 

wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui pendidikan politik, kaderisasi, 

pelatihan kepemimpinan, serta kegiatan sosial dan keagamaan yang mampu meningkatkan 

kapasitas kader. Partisipasi politik diwujudkan melalui keterlibatan dalam kepengurusan 

organisasi, kegiatan partai, dan aktivitas kemasyarakatan, meskipun masih menghadapi 

kendala berupa keterbatasan anggaran dan belum meratanya partisipasi anggota. Kebaruan 

penelitian ini terletak pada analisis organisasi sayap partai sebagai instrumen pemberdayaan 

dan representasi politik perempuan pada tingkat lokal. Penelitian menyimpulkan bahwa 

Perempuan Bangsa berperan sebagai sarana kaderisasi, penguatan kapasitas, dan representasi 

politik perempuan, namun representasi substantif masih perlu diperkuat melalui 

pengembangan kelembagaan dan program organisasi. 

 

Kata Kunci: Peran Politik Perempuan, Organisasi Sayap Partai, Perempuan Bangsa, 

Partisipasi Politik, Representasi Politik. 

 

 

PENDAHULUAN 

Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara 

untuk memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara serta menjadi 

sarana pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011). Dalam sistem 

demokrasi, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dan kompetisi 

elektoral, tetapi juga sebagai media pendidikan politik, kaderisasi, artikulasi kepentingan 

masyarakat, serta penguatan partisipasi politik warga negara (Budiardjo, 2008). Salah satu 

kelompok yang menjadi perhatian dalam proses kaderisasi partai adalah perempuan, mengingat 

keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan baik secara 

struktural maupun kultural. 

Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmasi berupa kuota minimal 30 

persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, realisasi keterwakilan perempuan dalam 

lembaga politik belum sepenuhnya memenuhi harapan. Data menunjukkan bahwa proporsi 

perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat meningkat secara bertahap hingga mencapai 21,9 

persen pada periode 2024–2029, namun angka tersebut masih berada di bawah target afirmasi 

yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan 

belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas politik maupun kesempatan yang setara 

dalam proses pengambilan keputusan politik. 

Rendahnya partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

budaya patriarki, stereotipe gender, sistem rekrutmen politik yang belum sepenuhnya responsif 

gender, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, jaringan politik, dan sumber daya 

organisasi (Putri & Holilah, 2024; Klerista & Subandi, 2025). Akibatnya, perempuan masih 

lebih sering ditempatkan sebagai pelengkap pemenuhan kuota dibandingkan sebagai aktor 

politik yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan publik. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam politik belum selalu diikuti oleh 

peningkatan kualitas representasi politik perempuan secara substantif. 

Dalam konteks tersebut, partai politik memiliki tanggung jawab strategis untuk 

membangun sistem kaderisasi dan pemberdayaan perempuan melalui berbagai mekanisme 

organisasi. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembentukan organisasi sayap 

perempuan yang berfungsi sebagai media pendidikan politik, kaderisasi, penguatan kapasitas 
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kepemimpinan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam aktivitas politik. Organisasi 

sayap partai diharapkan mampu menjadi ruang pembelajaran politik yang dapat 

mempersiapkan perempuan untuk berperan aktif dalam struktur partai maupun lembaga politik. 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang memiliki 

basis sosial kuat, terutama di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama, serta memiliki struktur 

organisasi hingga tingkat daerah. Sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi politik 

perempuan, PKB membentuk organisasi sayap perempuan yang bernama Perempuan Bangsa. 

Organisasi ini memiliki fungsi melakukan kaderisasi, pendidikan politik, pelatihan 

kepemimpinan, serta pemberdayaan perempuan agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam 

kehidupan politik. Di Kabupaten Wonosobo, PKB merupakan salah satu partai dengan 

dukungan politik yang cukup besar pada Pemilu 2024 sehingga organisasi Perempuan Bangsa 

memiliki posisi yang strategis dalam mendukung proses kaderisasi politik perempuan di 

tingkat lokal. 

Namun demikian, efektivitas organisasi sayap perempuan dalam meningkatkan 

partisipasi dan representasi politik perempuan masih belum banyak dikaji secara mendalam. 

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih memfokuskan pembahasannya pada implementasi 

kebijakan afirmasi, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, atau hambatan budaya 

patriarki terhadap partisipasi politik perempuan. Penelitian mengenai mekanisme 

pemberdayaan perempuan melalui organisasi sayap partai politik, khususnya pada tingkat 

daerah, masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat research gap mengenai 

bagaimana organisasi sayap partai menjalankan fungsi kaderisasi, meningkatkan partisipasi 

politik perempuan, serta membangun representasi politik perempuan secara substantif. 

Penelitian ini menawarkan novelty berupa analisis mengenai peran organisasi sayap 

partai sebagai instrumen pemberdayaan politik perempuan di tingkat lokal dengan mengambil 

studi kasus Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek keterwakilan perempuan di 

lembaga legislatif, penelitian ini menitikberatkan pada proses kaderisasi, pendidikan politik, 

partisipasi politik, dan representasi politik perempuan yang dibangun melalui organisasi sayap 

partai. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme 

pemberdayaan perempuan dalam organisasi Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa 

Kabupaten Wonosobo, mendeskripsikan bentuk partisipasi politik perempuan dalam organisasi 

tersebut, serta menjelaskan peran organisasi Perempuan Bangsa dalam memperkuat 

representasi politik perempuan di tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya mengenai pemberdayaan 

dan representasi politik perempuan melalui organisasi sayap partai politik. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk 

memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran politik perempuan dalam 

organisasi sayap partai, khususnya Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Kabupaten Wonosobo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami 

fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, serta interaksi para informan dalam 

konteks yang alamiah (Sugiyono, 2023). Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian 

berfokus pada satu kasus tertentu sehingga mampu menggambarkan dinamika peran politik 

perempuan secara komprehensif dalam lingkungan organisasi yang nyata (Harahap, 2020). 

Penelitian dilaksanakan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC 

PKB) Kabupaten Wonosobo dan organisasi sayap Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo. 

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan 

pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek 
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penelitian. Informan penelitian terdiri atas Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo, 

anggota aktif Perempuan Bangsa, serta pengurus DPC PKB Kabupaten Wonosobo yang 

memahami pelaksanaan kaderisasi, pemberdayaan, partisipasi, dan representasi politik 

perempuan. 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan mengenai 

mekanisme pemberdayaan, partisipasi politik, dan peran perempuan dalam organisasi 

Perempuan Bangsa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen organisasi, arsip 

kegiatan, buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur 

yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, organisasi sayap partai, dan representasi 

politik. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih 

mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan strategi organisasi dalam meningkatkan 

kapasitas politik perempuan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi 

data hasil wawancara melalui dokumen organisasi, foto kegiatan, laporan program kerja, serta 

arsip yang relevan dengan penelitian. 

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data 

dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar 

memudahkan peneliti memahami hubungan antar-temuan. Tahap terakhir adalah penarikan 

kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap seluruh data sehingga diperoleh gambaran 

mengenai mekanisme pemberdayaan, bentuk partisipasi politik, serta peran politik perempuan 

dalam organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Wonosobo. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Mekanisme Pemberdayaan Perempuan yang Diterapkan oleh Perempuan Bangsa 

Kabupaten Wonosobo 

Berdasarkan hasil penelitian, Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo melaksanakan 

pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas 

organisasi, pengetahuan politik, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. 

Pelaksanaan program mengacu pada kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan 

Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Jawa Tengah, namun implementasinya 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan sumber daya di tingkat kabupaten. 

Hasil wawancara dengan Ketua Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo menunjukkan 

bahwa tidak seluruh program yang terdapat dalam dokumen Musyawarah Wilayah dapat 

dilaksanakan secara mandiri. Organisasi lebih memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada 

program yang dianggap sesuai dengan kondisi organisasi, seperti Pendidikan Kader Perempuan 

(PKP), konsolidasi organisasi, kegiatan sosial, serta kerja sama dengan organisasi perempuan 

lainnya. Ketua Perempuan Bangsa menyampaikan bahwa: 

"Kalau kegiatan kami mengikuti arahan dari pusat maupun wilayah. Salah satunya 

Pendidikan Kader Perempuan sebagai bagian dari pembinaan kader." 

 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan tidak 

hanya dilakukan melalui pendidikan politik, tetapi juga melalui pembagian takjil, kultum 

Ramadan, anjangsana, serta keterlibatan dalam kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 

Kabupaten Wonosobo. Kegiatan tersebut menjadi media bagi kader perempuan untuk 
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meningkatkan pengalaman organisasi, memperluas jaringan sosial, serta memperkuat 

solidaritas antarkader. 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, implementasi program pemberdayaan 

perempuan di Kabupaten Wonosobo dapat diringkas pada Tabel 5.1. 

 
Tabel 5.1 Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan 

Bangsa Kabupaten Wonosobo 

Program Muswil DPW 

Perempuan Bangsa Jawa Tengah 
Implementasi di Kabupaten Wonosobo 

Pendidikan politik dan pengkaderan Dilaksanakan melalui Pendidikan Kader Perempuan (PKP). 

Pendidikan kader perempuan Dilaksanakan sebagai proses pembinaan kader perempuan. 

Sekolah kader perempuan 
Mengikuti kegiatan sekolah kader yang diselenggarakan oleh DPW atau DPP 

sesuai agenda yang ditetapkan. 

Pelatihan dan peningkatan 

kapasitas kader 

Mengirimkan delegasi untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan pengkaderan 

yang diselenggarakan oleh DPW maupun DPP. 

Bakti sosial 
Diimplementasikan melalui kegiatan pembagian takjil, kultum Ramadan, dan 

anjangsana kepada masyarakat. 

Konsolidasi organisasi 
Mengikuti arahan dan agenda konsolidasi yang diselenggarakan oleh DPP 

maupun DPW. 

Kerja sama organisasi 
Berpartisipasi dalam kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten 

Wonosobo serta forum organisasi perempuan lintas partai politik. 

 

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas organisasi cenderung meningkat 

menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Pada periode tersebut Perempuan Bangsa lebih aktif 

melaksanakan pendidikan politik, konsolidasi kader, serta mendukung berbagai kegiatan Partai 

Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Wonosobo. 

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme pemberdayaan masih 

menghadapi beberapa hambatan. Hambatan utama berasal dari keterbatasan pendanaan 

organisasi sehingga beberapa program belum dapat dilaksanakan secara optimal. Ketua 

Perempuan Bangsa menjelaskan bahwa antusiasme peserta sebenarnya cukup tinggi, namun 

sering kali dipengaruhi oleh ketersediaan biaya transportasi maupun dukungan anggaran 

kegiatan. 

 

Partisipasi Politik Perempuan dalam Organisasi Perempuan Bangsa Kabupaten 

Wonosobo 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan diwujudkan melalui 

keterlibatan anggota dalam berbagai kegiatan organisasi, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Kegiatan internal meliputi rapat koordinasi, Pendidikan Kader Perempuan, 

pembagian takjil, kultum Ramadan, dan anjangsana. Sementara itu, kegiatan eksternal 

dilakukan melalui partisipasi dalam forum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten 

Wonosobo dan kegiatan organisasi perempuan lintas partai. 

Berdasarkan hasil wawancara, anggota Perempuan Bangsa menilai bahwa kegiatan 

organisasi tidak hanya memberikan pengetahuan politik, tetapi juga memperkuat hubungan 

sosial antaranggota. Salah seorang anggota menyampaikan bahwa kegiatan organisasi 

memberikan manfaat berupa bertambahnya relasi, pengalaman berorganisasi, serta 

meningkatnya rasa kekeluargaan di antara anggota. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam 

organisasi dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Seluruh pengurus diberikan 

kesempatan menyampaikan pendapat sebelum keputusan ditetapkan bersama. Namun 

demikian, penyampaian pendapat dalam forum masih didominasi oleh pengurus inti yang telah 

memiliki pengalaman organisasi. 
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Selain itu, penelitian menemukan bahwa Perempuan Bangsa telah memberikan 

kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi kepengurusan organisasi. Meskipun 

demikian, peluang perempuan untuk memperoleh posisi strategis dalam politik elektoral masih 

belum optimal. Hal tersebut terlihat dari belum adanya kader perempuan PKB Kabupaten 

Wonosobo yang berhasil memperoleh kursi DPRD pada Pemilu Tahun 2024. 

 

Peran Perempuan Bangsa dalam Politik Elektoral Kabupaten Wonosobo 

Berdasarkan hasil penelitian, Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap resmi 

Partai Kebangkitan Bangsa yang berfungsi sebagai wadah kaderisasi dan pemberdayaan 

perempuan. Keberadaan organisasi ini memperoleh legitimasi secara struktural melalui 

kepengurusan yang dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga 

kabupaten. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan antara Perempuan Bangsa dengan PKB 

bersifat koordinatif. Organisasi menjalankan berbagai program pembinaan kader perempuan 

sekaligus mendukung kegiatan kepartaian, terutama menjelang pemilihan umum. Penelitian 

juga menunjukkan bahwa seluruh struktur kepengurusan Perempuan Bangsa Kabupaten 

Wonosobo diisi oleh perempuan. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi perempuan untuk 

memperoleh pengalaman kepemimpinan, memperluas jejaring organisasi, serta meningkatkan 

kemampuan dalam mengelola organisasi politik. 

Di samping itu, hasil penelitian menemukan bahwa organisasi lebih banyak menjalankan 

kegiatan pemberdayaan internal berupa pendidikan politik, kaderisasi, kegiatan sosial, serta 

pembinaan organisasi. Sementara itu, aktivitas advokasi terhadap isu-isu strategis perempuan, 

seperti perlindungan perempuan dan kekerasan berbasis gender, belum menjadi fokus utama 

organisasi. 

 

Pembahasan 

Mekanisme Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Fungsi Partai Politik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberdayaan perempuan yang 

diterapkan Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo diwujudkan melalui pendidikan politik, 

kaderisasi, peningkatan kapasitas organisasi, kegiatan sosial, dan perluasan jejaring organisasi. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah menjalankan salah satu fungsi utama 

partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yaitu sebagai sarana 

pendidikan politik. Melalui Pendidikan Kader Perempuan (PKP), kader memperoleh 

pemahaman mengenai organisasi, kepemimpinan, dan peran perempuan dalam politik. 

Namun demikian, pelaksanaan pemberdayaan belum sepenuhnya optimal karena masih 

menghadapi keterbatasan pendanaan dan ketergantungan terhadap program yang berasal dari 

DPP maupun DPW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan 

perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program organisasi, tetapi juga 

dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan ketersediaan sumber daya. 

 

Partisipasi Politik Perempuan dalam Organisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan tidak hanya 

diwujudkan elalui kehadiran dalam kegiatan organisasi, tetapi juga melalui keterlibatan dalam 

musyawarah, kegiatan sosial, serta proses kaderisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa 

Perempuan Bangsa telah menyediakan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam 

aktivitas politik dan organisasi. 

Meskipun demikian, tingkat partisipasi anggota masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, 

kedekatan dengan struktur partai, dan pengalaman organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa partisipasi politik perempuan belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran politik 
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yang mandiri, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih berkelanjutan agar 

keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat insidental menjelang pemilu. 

 

Representasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hanna Pitkin 

Berdasarkan teori representasi politik Hanna Pitkin, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo telah memenuhi aspek representasi formalistik 

karena memiliki legitimasi sebagai organisasi sayap resmi Partai Kebangkitan Bangsa dengan 

struktur organisasi yang jelas. Pada aspek representasi deskriptif, organisasi telah memberikan 

ruang bagi perempuan untuk mengisi seluruh struktur kepengurusan sehingga perempuan 

memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas organisasi politik. 

Selanjutnya, pada aspek representasi simbolik, Perempuan Bangsa dimaknai sebagai 

simbol keterlibatan perempuan dalam politik melalui berbagai kegiatan kaderisasi, pendidikan 

politik, dan aktivitas sosial. Namun demikian, eksistensi organisasi di ruang publik masih perlu 

diperkuat, terutama melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi politik. 

Sementara itu, pada aspek representasi substantif, penelitian menunjukkan bahwa 

Perempuan Bangsa telah menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan melalui pendidikan 

politik, kaderisasi, dan kegiatan sosial. Akan tetapi, organisasi belum berperan secara optimal 

dalam melakukan advokasi terhadap isu-isu strategis perempuan di tingkat lokal. Oleh karena 

itu, diperlukan penguatan kapasitas organisasi, dukungan sumber daya, serta kolaborasi dengan 

berbagai pemangku kepentingan agar Perempuan Bangsa mampu menjalankan fungsi 

representasi perempuan secara lebih substantif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Politik Perempuan dalam Organisasi Sayap 

Partai: Studi Kasus Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo, 

dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh 

Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo dilaksanakan melalui pendidikan kader perempuan, 

pembinaan organisasi, kegiatan sosial-keagamaan, serta keterlibatan dalam forum organisasi 

perempuan. Program-program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan 

politik, pengalaman berorganisasi, kemampuan kepemimpinan, dan perluasan jejaring kader 

perempuan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi keterbatasan 

pendanaan, ketergantungan terhadap program dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan 

Pengurus Wilayah (DPW), serta keterbatasan kapasitas organisasi dalam menyelenggarakan 

program secara mandiri dan berkelanjutan. 

Partisipasi politik perempuan dalam Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo 

diwujudkan melalui keterlibatan perempuan dalam kepengurusan organisasi, pendidikan kader, 

kegiatan sosial, serta proses musyawarah organisasi. Meskipun perempuan telah memperoleh 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas organisasi dan memiliki peluang 

menduduki posisi kepengurusan maupun mengikuti proses rekrutmen politik melalui partai, 

tingkat partisipasi tersebut masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dukungan keluarga, dan 

pengalaman organisasi. Selain itu, proses penyampaian pendapat dalam forum organisasi 

masih didominasi oleh pengurus tertentu sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan 

keputusan belum berlangsung secara merata. 

Berdasarkan analisis menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin, Perempuan 

Bangsa Kabupaten Wonosobo telah menunjukkan representasi formalistik melalui legitimasi 

sebagai organisasi sayap resmi Partai Kebangkitan Bangsa, representasi deskriptif melalui 

keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi, serta representasi simbolik sebagai wadah 

kaderisasi dan partisipasi politik perempuan. Namun, representasi substantif belum terlaksana 

secara optimal karena organisasi masih lebih berfokus pada kegiatan kaderisasi, pendidikan 
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politik, dan kegiatan sosial dibandingkan dengan advokasi terhadap isu-isu strategis 

perempuan di tingkat lokal. Oleh karena itu, Perempuan Bangsa telah menjalankan fungsi 

sebagai organisasi sayap partai dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, tetapi 

masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan program agar 

mampu memperjuangkan kepentingan perempuan secara lebih substantif. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, Perempuan Bangsa Kabupaten Wonosobo diharapkan 

dapat meningkatkan kemandirian organisasi melalui penguatan tata kelola organisasi, 

penyusunan program kerja yang lebih sistematis, serta pengembangan sumber pendanaan yang 

berkelanjutan sehingga pelaksanaan program pemberdayaan perempuan tidak hanya 

bergantung pada arahan maupun dukungan anggaran dari DPP, DPW, atau pihak lain. Selain 

itu, organisasi diharapkan memperluas program pendidikan politik, pengembangan 

kepemimpinan perempuan, serta advokasi terhadap isu-isu strategis perempuan agar fungsi 

pemberdayaan dan representasi perempuan dapat terlaksana secara lebih optimal. 

Bagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo, hasil 

penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk memperkuat pembinaan, fasilitasi, dan 

dukungan sumber daya terhadap Perempuan Bangsa sehingga organisasi sayap perempuan 

memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, 

serta memperluas keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan 

partai. 

Bagi pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan pemangku kepentingan lainnya, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membangun kolaborasi program 

pemberdayaan perempuan, pendidikan politik, dan pengembangan kepemimpinan perempuan 

sehingga partisipasi perempuan dalam kehidupan politik tidak hanya meningkat dari segi 

jumlah, tetapi juga kualitas dan pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijakan. 

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian 

mengenai organisasi sayap partai politik, khususnya organisasi sayap perempuan, masih 

memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji 

efektivitas organisasi sayap partai dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dengan 

menggunakan objek penelitian yang lebih beragam, pendekatan komparatif antarpartai politik, 

atau perspektif teori yang berbeda sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai peran organisasi sayap perempuan dalam memperkuat representasi 

politik perempuan di Indonesia. 
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